
BUPATI LAMANDAU 
PROV1NSI KALI1VIANTAN TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
NOMOR C TAHUN 2021 

TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG 

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMANDAU, 

Menimbang : a. bahwa retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan jenis 
retribusi jasa umum yang menjadi salah satu sumber 
pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai 
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah; 

b. bahwa kebijakan retribusi pelayanan tera/tera ulang 
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dan kemandirian daerah berdasarkan prinsip 
demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan 
potensi daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, mengarnanatkan retribusi pelayanan 
tera/tera ulang dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan 
Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Retribusi 
Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kating,an, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di 
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lem Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif 
Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif 
Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3329); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1985 tentang Wajib 
dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta 
Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan 
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3283); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/ 
2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republikal'e son.eisia 
Tahun 2012 Nomor 1150); 



• 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5 
/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara 
Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 674); 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang 
Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang 
Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 811); 

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang 
Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan 
Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 812); 

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 
tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1650); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 
217); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN FtAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 

Dan 

BUPATI LAMANDAU 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FtETRIBUSI PELAYANAN 
TERA/TERA ULANG. 

BAB I 
KETENTUAN UMIIM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang mempimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Larnandau. 



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah. 

5. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, 
pengesahan penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi alat-
alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. 

6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah biaya yang 
dipungut atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, 
timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam 
keadan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya, 
yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang 
dipergunakan di bidang kemetrologian. 

8. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah 
atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan 
keterangan tertulis yang bertanda sah atau bertanda tera batal 
yang berlaku, dilakukan oleh penera atau pegawai berhak 
berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas urrp yang 
belum dipakai, sesuai persyaratan yang berlaku. 

9. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera 
sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan 
keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal 
yang berlaku, dilakukan oleh penera atau pegawai berhak 
berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang 
telah ditera. 

10. Kalibarasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran nilai 
petunjuk alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan 
standar ukuran nasional dan intemasional. 

11. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang 
selanjutnya disingkat BDKT adalah pengujian kuantitas 
barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan 
tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak 
pembungkusnya atau segel pembungkusnya. 

12. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu. 

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 
Daerah yang bersangkutan. 

14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi 
yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk Bupati. 

15. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
besamya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan 
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak teruair 
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17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ 
atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajalcan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 

19. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut 
insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai 
penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan 
pemungutan pajak daerah. 

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut 
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian uTTP 
dan pengujian BDKT. 

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya 
Tera dan Tera Ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, 
Pemeriksaan, Kalibrasi, pengujian BDKT, jasa profesi, biaya 
tambahan untuk alat UTTP. 

Pasal 3 

Objek retribusi adalah Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, 
timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam 
keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang 
menggunalcan/memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dari 
Pemerintah Daerah. 

BAB M 
GOLONGAN FtETPUBUSI 

Pasal 5 

Retribusi Pelayanan Tera/Tera utang digolonglcan sebagi Retribusi 
Jasa Umum. 

BAB IV 
TINGKAT PENGGIJNAAN JASA 

Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan jenis dan frekwensi 
pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, 
karakteristik, jenis, kapasitas UTCP/BDKT, lamanya 

Ag`t 
u 

dan peralatan yang digunakan. 



BAB V 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF 

Pasal 7 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya 
tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya 
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, 
aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan 
tersebut. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 
operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 

BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI 

Pasal 8 

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang 
sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I, dan struktur dan 
besarnya Biaya TaInbahan tarif retribusi pelayanan Tera/Tera 
Ulang ditetapkan dalam lampiran 11, yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah inf. 

BAB VII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 9 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Lamandau 
tempat pelayanan Tera/Tera Ulang dilaksanakan. 

BAB VIII 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 10 

(1) Masa retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera. 

(2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 
berIaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik atau data 
sehingga mengalami perubahan unjuk kerja dan Wajib 
Retribusi BDKT mengubah pengemasan, bentuk, dan BDKT. 

Pasal 11 

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD. 

BAB IX 
TATA CARA PE?dUNGUTAN RETRIBUSI 

Pasal 12 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan. 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dapat berupa karcis, kuitansi atau bukti pea aran. 



Pasal 13 

(1) Bupati menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetaplcan oleh Bupati. 

Pasal 14 

Apabila berdasarIcan hasil pemeriksaan ditemukan data baru 
dan/atau data semula belum lengkap terungkap yang 
menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka 
Bupati mengeluarkan SKRD tambahan. 

BAB X 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 15 

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas umum Daerah atau di 
tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan 
dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, 
maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas 
Umum Daerah (RKUD) selambat-lambatnya dalam waktu 1 
(satu) hari kerja. 

Apabila batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran jatuh 
pada hari libur, maka batas waktu pembayaran dan/atau 
penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya. 

(3) 

(I) 

Pasal 16 

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas saat 
pelayanan berlangsung atau untuk jenis pelayanan terhadap 
UTTP di tempat pakai/terpasang atau yang memerlukan 
perhitungan yang cermat dapat dibayar paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja sesudah pelayanan. 

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada 
Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam 
jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat 
dipertanggungjavvabkan. 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib 
Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas 
waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat 
dipertanggungjawablcan. 

(3) 

Pasal 17 

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 
diberikan tanda bukti pembayaran. 
Setiap pembayaran harus disetor ke kas Daerah melalui 
bendahara penerima atau bendahara pembantu penerima pada 
perangkat daerah yang bersangkutan. 
Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran, 
pengembalian, serta angsuran dan penundaan pe bayaran 
retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupa , , 
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BAB XI 
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI 

Pasal 18 

(1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang 
membayar retribusi yang terutang, Bupati atau pejabat yang 
ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang 
terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain 
yang sejenis. 

(2) Penagihan retribusi terutang sebagai dimaksud pada ayat (1), 
didahului dengan surat teguran. 

(3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan 
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 
(tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo. 

(4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari ketja setelah diterima STRD atau 
surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi 
retribusi yang terutang. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
penagihan retribusi diatur dengan peraturan Bupati. 

BAB XII 
TATA CARA PERUBAHAN TARIP 

Pasal 19 

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (t_iga) tahun sekali. 
(2) Peninjauan ta.rif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakulcan dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian serta kemajuan teknologi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

BAB XIII 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 20 

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang 
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
menggunalcan STRD. 

Pasal 21 

(1) Penagihan Retibusi terutang yang tidak atau kurang dibayar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, didahului dengan 
surat teguran. 

(2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis 
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi 
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 
pembayaran. 

(3) Su rat teguran sebagaimana dimaksud 
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. 

pada ayat (1) 



BAB XIV 
TATA CARA PENGAJUAN ICEBERATAN 

Pasal 22 

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya 
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia 
dengan jelas disertai dengan alasan-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan da1am jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib 
Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu 
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), adalah suatu keadaan yang tedadi di luar kehendalc atau 
kekuasaan Wajib Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. 

Pasal 23 

(1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat 
keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas 
keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan 
keberatan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa 
keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. 

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima 
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya 
Retribusi yang terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, 
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

Pasal 24 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan 
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung 
sejak bulan pelunasan sampai diterbiticannya SKRDLB. 

BAB XV 
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 25 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan retribusi. 

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan 
memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. 



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, 
keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

BAB XVI 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 26 

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak 
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memberikan keputusan. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, 
permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap 
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 
paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk pembayaran 
utang retribusi. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling 
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan 
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian 
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XVII 
KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 27 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui 
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, 
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindal< pidana di 
bidang Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tertangguh jika: 
a. diterbitkan surat teguran; atau 
b. ada pengakuan utang retribusi darl Wajib Retribusi, baik 

langsung maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal diterimanya surat teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi 
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerahate 
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(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari 
pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran 
dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. 

Pasal 28 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuSkart. 

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi 
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan 
piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB XVIII 
INSENTIF PEMITNGUTAN 

Pasal 29 

(1) Instansi yang melaksanalcan pemungutan Retribusi dapat 
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

BAB XIX 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 30 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kevvajibannya 
sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling 
banyak 3 (tiga) kali jurnlah retribusi terutang yang tidak atau 
kurang dibayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 
peianggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 
penerimaan Negara. 

BAB XX 
PENYIDIKAN 

Pasal 31 

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk 
melakulcan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ada1ah Pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesu dengan 

Al/ / peraturan perundang-undangan. 
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(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
adalah: 
a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan 

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan dan meneliti 
keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 
tindak pidana Retribusi Daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
retribusi daerah; 

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan , dan dokumen lain , serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan 
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, 
dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
retribusi daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah cesua.i 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 
hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik 
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 

BAB XXI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 32 

(1) Penarikan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang oleh 
Pemerintah Daerah berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, 
setelah penyerahan kewenangan kemetrologian diserahkan 
Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah. 

Sebelum pemberlakuan secara efektif Peraturan Daerah ini 
Pemerintah Daerah mempersiapkan infranstuktur, sumber 
daya manusia, kelembagaannya, sosialisasi dan persiapan. 

Jenis Pelayanan Tera/tera Ulang yang belum termuat dalam 
Peraturan Daerah ini, dapat ditambah dan ditentukan tarifnya 
dengan Peraturan Bupati, sepanjang tidak bertentang dengan 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
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BAB XXII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran 
Daerah Kabupaten Lamandau. 

• • 
• .‘*? tyr,:£ ; 

• 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 19 5fte..mbet" >0;)... 4 

Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal ke,..*),ijr 1 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 

IRWAN YAH 

LEMBARAN DAE H KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR OC 

• 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 

FtETRIBUSI PELAYANAN TERA, TERA/ULANG 

I. UMUM. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1985 tentang Wajib dan 
Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Svarat Bagi 
Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, dimana peraturan tersebut 
mengatur tentang alat-alat yang wajib ditera ulang dan alat-alat yang 
dibebaskan dari tera ulang. Oleh sebab itu dalam upaya memberikan 
perlindungan terhadap kepentingan umum dalam hal kesempatan 
pengukuran, kepastian hukum serta penggunaan Satuan Sistem Internasional 
atas penggunaan alat UTTP serta BDKT. 

Bahwa dalam upaya perlindungan produsen dan konsumen terhadap 
kebenaran penggunaan alat UTTP perlu diadakan pembinaan kemetrologian 
berupa pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi alat UTTP agar senantiasa layak 
pakai dan pengujian BDKT. Dalann kaitan dengan hal-hal tersebut di atas 
maka dapat dilakukan pungutan berupa retribusi, karena sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetrIbusi 
Daerah, Retribusi Pelayanan Tera merupakan kewenangan Kabupaten dan 
tergolong dalam Golongan Retribusi Jasa Umum. 

Pelayanan Tera selama ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera merupakan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan dari Otonomi Daerah, maka dalam 
rangka efisiensi pembinaan kemetrologian, khususnya pelayan tera sebagal 
upaya mewujudkan ketersediaan UTTP yang benar dan akurat, serta 
memberikan kepastian hukum untuk menjawab tantangan perdagangan 
global. 

Pungutan Retribusi Pelayanan Tera dimaksud belum dapat rnenampung 
seluruh biaya operasional pelayanan tera. Dalam rangka peningkatan 
pelayanan tera, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan tuntutan 
perkembangan keadaan dewasa ini. 

BerdasarIcan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera. 

I. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 



Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Tingkat penggunaan jasa ukur dengan jelas pelayanan yaitu pelayanan 
tera, tera ulang, kalibrasi UTTP atau pengujian BDKT yang dapat 
diketahui pada saat pendaftaran atau pemohonan tertulis pelayanan 
yang dilanjutkan dengan pemeriksaan material UTTP atau BDKT yang 
bersangkutan. 

Dari pemeriksaan material tersebut dapat diketahui jenis, kapasitas, 
Icarakteristik UTTP/BDKT yang pada gilirannya diketahui tingkat 
kesulitan, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan. 

Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penggunaan jasa beserta 
besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Struktur Retribusi disusun menurut jenis, kapasitas dan kelas UTTP, 
mengingat tingkat kesulitstn, lamanya waktu dan peralatan yang 
dipergunakan, tingkatan hasil yang diperoleh dengan penggunaan 
UTTP serta mengingat harga UTTP. Sedangkan besamya Retribusi 
meliputi biaya tera, tera ulang, pengujian UTTP atau pengujian BDKT, 
biaya pengesahan atau pembatalan, biaya penjustiran, biaya 
pemeriksaan ditempat pakai/UTTP terpasang, jasa profesi tenaga Ahli 
Metrologi, biaya tambahan. 

Pasal 9 
Ayat (1) 

Masa laku Retribusi disesuaikan dengan masa laku tanda tera 
sah yang dikeluarkan tiap tahun oleh Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan, yang antara lain menyebutkan masa laku tanda 
tera sah dapat berbeda-beda untuk jenis UTTP tertentu. 

Ayat (2) 
Perubahan fisik atau data UTTP yang mempengaruhi untuk 
kinerjanya dan tidak dijul lagi, sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku dinyatakan sebagai tidak 
ditera atau ditera ulang. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 



Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Pembayaran dilakukan pada saat pelayanan berlangsung bagi 
institusi/badan yang memerlukan prosedur administrasi atau 
memerlukan perhitungan yang lebih cermat. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 



Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 



LAMPIRAN I 
PERATURAN DAERAH 
LAMANDAU 
NOMOR 
TENTANG RETRIBUSI 

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG 

ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAR PERLENGKAPANNYA KABUPATEN LAMANDAU 

KABUPATEN 

PELAYANAN 

No Jenis UTTP dan BDKT Satuan 

Tera Tera Ulang 

Pengujlan/ 

Pengesahan/ 

Pembatalan 

Pertgafian/ 

Pengesaban 

Tarit (Rp) Tarif (Rp) 

1 2 3 4 5 

A. LIKURAN PANJANG 
1 Sampai dengan 2 m 

a Meter dengan Pegangan Buah 5.000 10.000 

b Meter meja dari bahan logam Bulth 10.000 15.000 

c Meter saku bnja Butth 10.000 15.000 

d Sabb Ukur Buah 15.000 20.000 

e Gauge blocic Buah 20.000 20.000 

f Mikrometer Buah 25.000 25.000 

g Jangka sorong Bunh 15.000 15.000 

2 Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m 

IIII n Tongkat duga litt ah 20.000 25.000 

b Meter salcu baja Buah 15.000 20 000 

r Bahnn ukur kundang, Depth tape Buith 25.000 25.000 

d Alat ukur tinggi orang 13u all 15.000 15.000 

e Komparator Ituah 30.000 35 000 

3 Lebih dari 10 m, biava pada nomor 2 angka ini ditambah 
untuk setiap 10 m atau bagjannya. Itia.51 . 

a Bahan ukur kundang, Depth tape Buah 45.000 50.000 

b Kompru-ator Buah 50.000 50.000 

B. UKL/RAN PANJANG DENGAN ALAT 111TUNG Buah 25.000 25.000 
(COUNTER METER) 

C. ALAT UKUR PERMUKAAN CA1RAN 
(LEVEL GAUGE) 
1 Melcanik Iluah 100.000 I 50.000 

2 Elektronik Buall 200.000 250.000 

D. TAKARAN (BASAH / KERING) 

@ 1 Sampai dengan 2 L Ba ali 5.000 5.000 

2 Lebih dari 2 I. sampai dengan 25 L ' Ifitah 5.000 10.000 

3 Lebih dari 25 L 11u ah 10.000 10.000 

4 Pemaras Buah 5.000 5.000 

E TA.NGK1 UKUR 
1 Bentuk Silinder Tegak 

a Sampai dengan 500 KL 

b Lel Lebih dari 500 kl. dihitung sbb 

Buah 750.000 750.000 

a) 500 KL pertama Buah 750.000 750.000 

b) Selebihnya dari 500 K1. narnpai 1000 KL setiap KL Buah (,00 600 

c) Selebihnya dari 1000 Kl. sampai 2000 KL 

setiap KL 

Buah 500 500 

d) Selebihnya dari 2000 KL sampai 10.000 Kl. 

setiap KL 

Huah 400 400 

e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai 20.000 KL 

setiap Kl. 

Buah 300 300 

n Selebihnya dari 20.000 KL seriap KL BlIall 200 200 

Bagian - bagian dari KL dthitung satu KL 

2 Bentuk Sdinder Datar 

a Sampai dengan 500 KL 

b 1) Lebih dari 500 kL dihitung sbb 

Buah 1.000.000 1.000.000 

a) 500 KL pertmna Buith 1.000.000 1.000.000 

b) Selebihnya dari 500 Kl. sampai 1000 kl. setiap la Buah 800 800 



1 2 3 4 5 

te) Selebihnya dari 1000 KL sampat 2000 KL 
sctiap KL 

Buith 700 700 

d) Selebihnya dari 2000 Kl. sampai 10.000 KL 
setiap KL 

Burth 600 600 

c) Sclehihnya dari 10.000 KL sampai 20.000 KL 
setiap KL 

Buah 500 500 

f) Selebihnya dmi 20.000 Kl. setiap KL Buah 400 400 

Bagio.n • bagian dari KL dihitung satu KL 

3 Bentuk Bola Atau Speriodal 
a Sampai dengan 500 K1. 
b 1) Lebih dari 500 kL dihitung shb 

Butth 800.000 800.000 

a) 500 KL pertama 13ttah 800.000 800.000 

b) Selebihnya dari 500 KL sampai 1000 KL setiap KL Buah 850 850 

F. TANGKI UKUR GERAK 
L Tangki Ukur Nlobil dan Tangki Ukur Wagon : 

a. Kapasitas sampai dengan 5 kL 
b. Lebih dari 5 kl., dihitung abb : 

13u4th 100.000 150.000 

1) 5 kL pertarna Burth 250.000 250.000 

2) Selebihnya dari 5 kL, setiap kl. Bagian bagian dan KL 
dihitung satu KL 

Buah 30.000 25.000 

1 Tanglri Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan 
Tartgki Ukur Apung dan Kapal 
a. Sampai dengan 50 kL 
b. Lebih drui 50 kl. dihitung shb : 

Buah 1.000.000 1.000.000 

1) 50 kL pertamn Buah 1.000.000 1.000.000 
2) Selehihnya dari 50 kl. sampai dengan 75 kL. 

e iN 

settap kL 
3) Selebihnya dari 75 kl. sampai dengrtn 100 kL. 

setiap kL 

Buah 

Buah 

10.000 

9.000 

10.000 

9.000 

4) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, 
setiap kL Buah 8.000 8.000 

5) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, 
setiap kL Buah 7.000 7.000 

(,) Selebihnya dari 500 kl. sampai dengan 
1000 kl.., setiap kL Buah 5.000 5.000 

7) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 
5000 kL, seliap kl. Buah 3.000 3.000 

Bagian-bagirm dart kL dihitung satu kL Tang1ci 
Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen 
atau Iebih, setiap kompartemen atau dilutung satu alat ukur 

G ALAT UKUR DARI GELAS 
1. Labu Ukur. buret dan pipet I3uah 25.000 35.000 
2. Gelas Ukur 13u iill 15.000 30.000 

Fl, BEJANA UKUR 
1. Sampai dengan 50 KL Blatil 25.000 35.000 
2. Lebih dari 50 KL sampai dengan 100 Kl. Buah 70.000 60.000 
3. Lebih dari 100 KL sampai dengan 200 KL Buah 80.000 80.000 

9,)_ 4. Lebih dari 200 KL sampai dengan 500 KL Buah 100.000 100.000 
5. Lebih dru-i 500 10. biaya pada nomor 4 angka ini 

ditambah tiap 1000 KL Buah 30.000 25.000 
Bagian-bagian dari 1000 dihitung 1000 KL 

1. METER TAKSI Buah 100.000 120.000 

J. SPEEDOMETER Buah 100.000 180.000 

K. METER REM Buah 100.000 80.000 

L. TACHOMETER Buah 180.000 100.000 

M. THERMOMETER Buah 70.000 50.000 

N. DENS1METER Buah 60.000 50.000 

O. VISKOMETER Bteah 30.000 35.000 

P. ALAT UKUR LUAS Buah 30.000 25.000 

Q. ALAT UKUR SUDUT Bunh 30.000 25.000 

R. ALAT UKUR CA1RAN muivAx 
Meter 13ahan Bakar Minyak 
I. Meter Induk 

Untuk setiap medta uji 
n. Sampai dengan 25 "11 / h Elti ah 300.000 275.000 



1 2 3 4 5 

b. Lebih dari 25 "'' / h dihirung sbb : 

1) '25 m' / h pertama Buah 300.000 275.000 

2) Selebihnya dari 25 011 / h sampai dengan 
100 mi/h setiap m /h Buah 5.000 5.000 

3) Selebihnya dari 100 m' / h sampai dengan 
500 "'s /h setiarr i /h Buah 2.000 2.000 

4) Selebihnya dari 500 '''. / h setiap "'. /h Buah 1.000 1.000 

Bagirm '''s /h dihitung satu '''' /h 
2. Meter Kerja 

Untuk setiap medin uji 
n. Sampai dengan 15 ni / h 
b. Lebih dari 15m h / h dihitung sbb : 

Bunh 100.000 100.000 

1) 15 "Il / h pertarna Buah 100.000 100.000 

2) Selebihnya dari 15 m' / 11 sampai dengan 
100 m t /h setiap & /h Buah 9.000 9.000 

3) Selebihnya dari 100 ms / h sampai clengan 
500m1 /h setiapil /h Buah 7.500 7.500 

4) Selebihnya dari 500 m' / h seciap i n . / li Buah 5,000 5.000 

Bagianm' /h dihitung satu "“ fh 
3. Pompa Ukur Baha.n Bakar Minyak (BBM) 

Nozele pada netutp badan ukur Bunh 150.000 150.000 

S. Al.AT UKUR GAS 
I. Meter Induk 

tt. Sampai dengan 100 "1./ h 
b. Lebih dari 100 '''' / h dihitung shb : 

Bunh 200.000 150.000 

1) 100 m s / h peruuna Buah 200.000 150.000 

2) Selebihnya dari 100 m' / h sarnpm dengan 
500 m' /h, setinp 10 "'' /h Buah 1.000 1.000 

3) Selebihnya dari 500 '''' / h sampai dengan 

fl 1000m) /h, setiap 10 "'' /h 
4) Selebihnym dari 1000 m' / h sampai dengru:( 

Bunh 800 800 

2000 mi /h, setiap 10 "'I /h Buah 700 700 

51 Selebihnya dari 2000 m' / h setiap 10,' /h Bunh 600 (,00 

Bagian dari 10 mi /h dihitung 110' /h 
2. Meter Kerja 

a. Sampai dengan 50 mij h 
b. Lebill dari 50 ms / h dihitung sbb : 

Buah 100.000 90.000 

1) 50 mi / h pertama Buah 100.000 90.000 

2) Selebihnya dari 50 M i  fh sampai dengan 
500 '''' /h, setiap 10 mi /h Bunh 700 700 

3) Selebihnya dari 500 m' / h sampai dengan 
1000m. /h, setiap 10 m' /11 Buah 600 600 

4) Selebihnya dari 1000 "'' / h sampai dengan 
2000 '''' /h, setiap 10 nj /h Buah 400 400 

5) Selebihnya dari 2000 '''' / h setiap 10 "''/h Buah 200 200 
Baginn dari 10 mi /h dthitung 10 '"I/h 

3. Meter gas orifice dan sejenisnya ( merupttkan satu system /unit Mat) Bunh 450.000 500.000 
4. Perlengkapan meter gas orificeljika diuji tersendirti) 

setiap alat perlengkapan Buah 80.000 80.000 

ft. 

5. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, 
untuk setiap badan ukur 13ucth 75.000 75.000 

T. METER A1R 
1. Meter Induk 

a Sampai dengan 15 m. / h Bunh 80.000 80.000 
b Lebih dari 15 "1' / h sampai dengan 100 m• /h Buah 90.000 100.000 
c Lebih dari 100+' / h Buah 150.000 150.000 

2 Meter Ketja 
a Sampai dengan 3 ml/ h Bunh 10.000 10.000 
b Lebih dari 3 "1. / h stunpai dengan 10 "Il /h Buah 20.000 20.000 
c Lebih dari 10 ''''' / h sampai dengan 100 "' t /h Buah 30.000 30.000 
d Lebih dari 100 "'' / h fluah 40.000 40.000 

U. METER CAIRAN MINUM SEL/UN AIR 
1 Meter Induk 

Sampai dengan 15 ",1/ h Iittah 100.000 100.000 
Lebih dari 15"il / h sampai dengan 100 m' /h Buah 150.000 150.000 
Lebih dari 100 w' s / h Buah 200.000 200.000 

2. Meter Kerja 
a Sampai dengan 15 "`j / h Bunh 50.000 50.0011 
b Lebih dari 15 ",1 / h sampai dengan 100 '". /h Buah 80.000 80.000 
c Lebih dari 100 mil / h Buah 90.000 100.000 

V. PEMBATAS ARUS A1R Buah 30.000 30.000 

W ALAT KOMPENSAS1 : SUHU ( ATC ). TEKANAN/ 
KONIPENSAS1 LAINNYA Bunh 150.000 150.000 



1 2 3 4 5 

X. ME:TER PROVER 
I. SILAINA dengan 2000 L Buah 500.000 500.000 

2. laebth dari 2000 L sampai dengan 10.000 L Buah 750.000 750.000 

3. Lebih dari 10.000 L Buzth 1.000.000 1.000.000 

Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) scksi atau lebih, 

setiup seksi dihitung sebagai a1at ukur. 

Y. METER ARUS MASSA 
Untuk setjap media uji 

l. Sampai dengan 15 kg/min Buah 100.000 100.000 

2. Lebih dari 15 kg/min dihitung mbb : 

a 15 kg/min pertama Buah 100.000 100.000 

1) Selebihnya dnri 15 kg/min sampai dengan 

100 kg/min, setiap kg/min 

c Selebihnyn dan 100 kg/min sampai dengan 
Buah 3.000 3.000 

500 kg/min. setiap kg/tnin 

d Selebihnva dari 500 kg/min sampai dengan 
Buah 2000. 2.000 

1000 kg/min. settap kg/min Buah 1 000 I .000 

e Selebihnya drui 1000 kg/min. setiop kg/min Buah 500 500 

Bapjare bagam dari kg/min dihitung satu kg/min, 
sttiap kg/min 

Z. ALAT UKUR PENGISI I FII.LING MAC1(NE) 
Untuk setiap metlia uji 
1. Sampai dengcum 4 alat pengisi Buah 200.000 200.000 

2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiapillilt pengisi Burth 50.000 50.000 

A.A. METER LISTRIK ( METER Kwh ) 
I. Kelact 0.2 atau kurang 

a 3 (tiga) phasa Buah 100.000 100.000 

b. 1 (satu) phasa Buah 80.000 130.00(1 

0_M) 2. Kelas 2 
a. 3 (tiga) phasa Buah 50.000 50.000 

b. 1 (satu) phama Butth 30.000 30.000 

3. Kelas 1, Kelas 0,5 
a. 3 (tiga) phasa Buah 20.000 20.000 

b. 1 (satu) phasa Buah 15.000 15.000 

BB. Meter enerpj listrik lainnya, biaya pemeriksmw. 
pengujinn, penenum atau penent ulangnya dihitung 

sesttai clengcm jumlah kapasitas menurut tarif pacla 

hurMAA angka 1. 2 dan 3 
Burdt 

CC. PEN1BATAS ARUS usrm K. Buah 2.000 1.000 

DD. srop WATCH Buah 10.000 15.000 

EF.. METER PARKIR 13uah 25.000 25.000 

FF ANAK TIMBANGAN 
1. Ketelitian sedang dan biasa (lcelas M2 dan M3) 

9, a. Sampai dengan I kg Buah 500 500 

b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg I3unh 500 500 

c_ Lebih dan 5 kg sampui dengan 50 kg Buah 1.500 1.500 

2. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) 
a. Sampai dengan 1 kg Buah 1.000 2.500 

b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg Buah 2.000 5.000 

c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg Buah 10.000 10.000 

3. Ketelitian khusus (kelas E2 dan FI) 
a. Sampai dengan 1 kg Buah 30.000 30.000 

b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg Buah 20.000 35.000 

c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg Burth 50.000 50.600 

GG. TIMBANGAN 
I. Neraca 

A. Kapasitas sampai dengan 25 Kg Buah 20.000 30.000 

I). Kapasitas lebih dari 25 Kg Buah 40.000 50.000 

2 Daein 
a. Kapasitas sampai dengan 25 Kg Buah 10.000 10.000 

b. Kapasitas lebih dari 25 Kg Buah 20.000 20.000 

3 Sentimmal 
a. Kapasitas sampat c1engan 150 Kg Buah 30.000 30.000 
b. Kapasitas lebih dari 150 Kg sampai dengan 500 Kg Bush 40.000 50.000 

e Kapasitas lebih dari 500 Kg Buah 75.000 75.000 

4 Babot Ingsut 
a Kapasitas sampai dengan 25 Kg Buah 15.000 20.000 

1). Kapasnas lebih dari 25 Kg sampai dengan 150 Kg Buah 20.000 25.000 

c. Kapasitas lebih dari 150 Kg Buah 20.000 251100 
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5 Aleja Beranger 
rt Kapasitas sampai dengan 25 Kg Bunh 7.500 7,500 

b. Kapasitas lebih dari 25 Kg 
f> Pegas 

Bunl: 15.000 15.000 

a. Kapasitas sampai dengan 25 Kg Bunh 10.000 10.000 

b. Kapasitas lebih dari 25 Kg Bunh 20.000 20.000 

7 Cepat 
rt. KftpARilla sampai dengan 500 Kg Buah 30.000 30.000 

b. Kapasitas lebth dari 500 Kg Bunh 50.000 50.000 

8 Elektronik (Kelas 111 dan Kelan IV) 
n. Kninutitart sampni dengart 25 kg Bunh 25.000 25.000 

b. Kapa-sitas lebih drtri 25 Kg sampru dengan 150 kg Buah 25.000 25.000 

c. Kapanarts lebih dari 150 K' g sampat dengan 500 kg Bunh 30.000 30.000 

d. Kapasitas lebih dari 500 Kg sampat dengan 1000 kg Bunh 50.000 50.000 

e. Kapasitas lebih dari 1000 Kg Buah 100.000 100.000 

9 Elektronik (Kehts II) 
a. Kapasitas sampai dengan 1 kg Buah 75.000 75.000 
b. Kapasitas lebih dari I Kg Buah 100.000 100.000 

10 Elektronik (Kelas I) 
n. Kapasitas rtampai dengan 1 kg Buah 100.000 100.000 
b. Kapasitas lebih dari 1 Kg Buah 120.000 120.000 

I I Ttm hangan Jembatan 
a. Kapasitas dibawah 40 Ton Buah 500.000 500.000 
b. Kapasitas 40 Ton EMIli dengan 50 Ton Buah 1.000,000 1.000.000 
e. Kapasitas lebih clari 50 Ton Buah 1.500.000 1.500.000 

12 Timbangan Ban Berjrdan 
a. Kapasitas sampai dengan 25 Kg Bunh 400.000 500.000 
b. Kapa_sitas lebih dari 25 Kg sttmpai dengan 150 Kg Bunh 700.000 750.000 
r.. Knpasitas lebih dari 150 kg Buah 900.000 1.000.000 

r i ff 

13 Timbangan dengan dua skala (multi range) Ittall lebih dan dengan sebunh 
nlat petunjuk yang alat penunjukkannya dapat diprogram untuk 
penggunacm setiap sktda iimbang, binya pengunan. peneraan atau 
penern ulangnya ditutung SCSIJAi dengan jumlah lantai timbangan 
a. Kapasitas sampai dengan 25 kg Bunh 50.000 75.000 
b. Knpasitas lebih dari 25 Kg sampai dengan 150 kg Bunh 50.000 100.000 
c. Kapasitas lebih drui 150 Kg sampai dengan 500 kg Buah 100.000 125.000 
d. Kapasitas lebih dari 500 Kg sampai dengan 1000 kg Bunh 125.000 150.000 

fIH 

e. Knpasitas lebih dari 1000 Kg 

ALAT UKUR TEKA.NAN 

Buah 150.000 175.000 

1. Dead weight testing maehine 
a. Samma dengan 100 kg/ cm' 
b. Lebilt dari 100 kg/ ciar sampai dengan 

Bunh 5.000 15.000 

1000 kg/ cm ' Burth 10.000 5.000 
c. Lebih dari 1000 kg/ ent: Fluah 15.000 35.000 

2 Alat Ukur Tekanan Darnh Buah 6.000 20.000 
3 Maunometer Mirtyak 

a. Sarnpai dengan 100 kg/ en'' 
b. Sampai dengan 100 kg/ cral  sampai dengan 

Buah 15.000 25.000 

1000 kg/ nw Bunh 5.000 35.000 
c Lebih dari 1000 kg/ CrFT: Buah 5.000 40.000 

4. Prexsure calibrator Fluall 20.000 60.000 

li 5. Preasure Rerorder 
a. Sampai dempm 100 kg/ t-m' 
b Sa.mpai dengan 100 kg/ eml sampai dengan 

Buah 10.000 25.000 

1000 kg/cm' Bunh 20.000 35.000 
c. Lebih clari 1()00 kg/ cms Bunh 15.000 55.000 

11. PENCAP K-4-RTU OTOMATIS 
( Printer/ Recorder) Buah 4.000 25.000 

JJ. METER KADAR AIR 
1. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak. 

settap komoditi Bunh 20.000 20.000 
2 Untuk biji•bijinn mengandung minyalt kapas dan 

tekstil, setiap komodit: Buah 20.000 25.000 
3 Untuk kayu dan komoditi lain, settap komoditi. Buah 25.000 30.000 

Selain UTTP tersebut pada huruf A sarnpai dengan JJ, 
atau bentla/barang bukan UTTP, dibitung berdasarluul --- - -- ------- - --= .11tuth, 
lamanyn pengujian dengan minimum 2 jam. setiap j11/11.. * • 

12.000 15.000 

Bagian clari jam dihitung 1 1411T1 ,-

• 

Bt.:PATI ANDAU. 

HENDRA • ESNIANA 



LAMPIRAN 
PERATURAN DAERAH 
LAMANDAU 
NOMOR 
TENTANG RETRIBUSI 

KABUPATEN 

PELAYANAN 

BIAYA TAMBAHAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG 

ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA KABUPATEN LAhlANDAU 

Nornor Jeniz Retribuzi Satuan 

Tera Tem Ulang 

Pengujian/ 

Pengesahan/ 

Pembatalan 

Pengujian/ 

Pengesahan 

Tarif (Rp) Tarlf (Rp) 

1 2 3 4 5 
Biaya Tarnbahan 
A. UTTP yang merruldo konstruksi tertentu, yrutu : 

1. Timbangan trldistmal, Sentisimal, Decimal. ituah 

#.11111, 
bobot ingsut dan Umbangan pcgns yang 

kapasitasnya sama dertgan atau lebth dan 

25 kg. 
2. Timbangan Cepat, Pengiet (eurahl dan 

tunbangan penearnpuran untuk semua 
kapastuts. 

Buith i 0).000 125.000 

3. Timbangan Elektronik untuk semua 
kapast tas. 

Buah 100.000 125.000 

a. Kapamtas sampat dengan 25 Kg 13uah 75.000 100.000 

b. Kapasitas letah dan 25 kg sampal dengan 150 kg Buah I 50.000 150.000 

c. Kapasdas lebth dari 150 kg sampat dengan 500 kg Buah 300.000 300.000 

d Kapasitas Icbth dari 500 kg samixtu dertgan 1.000 kg Elutch 400.000 400.000 

e. Kapattan lebih dari 1.000 kg Buah 500.000 500.000 

B. LTTP yang memerlukan pengujian tertentu, dt 
samping pengupan yang bia.sa thlakukan 
terhadap UTTP tersebut. 

Buah 200.000 200.000 

C. UTTP yang tertanam Buah 50.000 50.000 

e ll‘ D. UTTP yang mempunym sdat dan atnu 
konstrukst khusus. 

E3uah 100.000 100.000 

E. UTTP, termaeuk anak timbangan, yang udak 
ditanam tetapt terkumpul dalam suatu tempat 

dengan jumlah leekurang-kurangnya lima alat. 

Buall 200.000 200.000 

F. UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak 

ditanarn terapt terdapat ch tempat UTTP yang 
ditanam atau terdapat ch tempat urrr yang 
mempunym sifat dan arau korultrukst khuaus. 

13tuth 100.000 100.000 

• 

: • • ' 
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•••••••••• 



3 
LAMPLRAN 
PERATURAN DAERAH 
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